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hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS 
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LIGNKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai analisis hukum 

pidana tentang batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi unsur 

“memperjuangkan hak lignkungan hidup yang baik dan sehat” yang dilatarbelakangi 

oleh Pengimplementasian Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan meliputi apa saja batasan 

agar aktivis lingkunganhidupyang memenuhi unsur tersebut tidak dituntut pidana, 

upaya apa saja yang dapat dilakukan terhadap penuntutan aktivis lingkungan hidup 

yang memenuhi unsur tersebut dan konsekuensi apa yang diberikan kepada aparat 

penegak hukum yang menuntut secara pidana aktivis yang telah memenuhi unsur 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan 

dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan 

hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena 

lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini.1Penegakan 

hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi 

masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan 

hukum dalam mencapai suatu keadilan.2 Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, karena hukum itu sendiriidentik 

dengan keadilan yang bersifat umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan.3 

Secara konstitusionalhal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum 

lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”, dan Pasal 33 ayat (3) 

yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

                                                           
1 Suwari Akhmaddhian, Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jurnal Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Kuningan, 2016, hlm 1. 
2 E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 24. 
3 Sudikno Merto Kusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 2. 
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat, dan oleh karena itulah penegakan hukum lingkungan hidup merupakan 

instrumen terpenting untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Manusia sejak dilahirkan di dunia, telah berada pada suatu lingkungan hidup 

tertentu yang berhak dan berkewajiban untuk menciptakan dan menikmati lingkungan 

hidup yang baik dan sehat demi terciptanya kelangsungan kehidupan di masyarakat. 

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan 

manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta 

memenuhi kebutuhan lainnya, tentunya dikarenakan terciptanya lingkungan hidup 

sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan 

tersebut.4 

 Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi dengan 

kekayaan alam berlimpah serta keindahan alamnya yang sangat indah. Berdasarkan 

sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah 

                                                           
4 M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju,Bandung, 2000, 

hlm. 2. 
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membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sumber 

didalamnya terkandung sumber daya alam yang begitu besar mulai dari energi 

minyak dan gas bumi, logam mulia, pertanian, perikanan, perternakan, biota-biota 

laut, binatang-binatang dan tumbuhan endemik, hingga mineral dan batubara yang 

melipah diseluruh wilayah Indonesia itu sendiri, yang jika dikelola dengan baik akan 

mampu menopang kehidupan masyarakatnya secara luas. Tentu dengan anugerah 

kekayaan sumber daya alam yang besar diperlukan perlindungan baik dari segi 

peraturan/hukum maupun kesadaran dari pemerintah dan masyarakat demi menjaga 

dan melestarikan kekayaan alam yang ada untuk generasi sekarang dan dimasa yang 

akan datang, guna menghidari dari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat 

berdampak luas bagi kehidupan. 

 Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu tempat di wilayah satu negara, 

selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi 

negara-negara lain disekitarnya. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Peningkatan pembangunan sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat, disamping 

dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena 

dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk 

meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan 

adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.  
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Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh 

merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh 

merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembanguan dengan kelestarian 

lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak 

merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang 

terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan  

datang.5 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara menyeluruh tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang 

ini mengatur prisip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan 

pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan 

penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta 

penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa poin penting dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sebagai berikut : 

 1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 

                                                           
5Sawitri, Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan dan 

Penyelesaianya, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2010, hlm 1. 
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 2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 

 3. Penguatan pada upaya pengendaliian lingkungan hidup; 

 4. Penguatan instrrumen pencegahan pencemaran dan pengrusakan 

lingkungan hidup, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen 

pengendalian; 

 5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 

 6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan 

global; 

 7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

 8. Penegakan hukum pidana,hukum perdata danadministrrasi secara lebih 

jelas; 

 9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang lebih efektif dan responsif; dan 

 10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.6 

                                                           
6Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia,PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, 2013, hlm. 129. 
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 Kesadaran dan kehidupan masyarakat terkait keadaan lingkungan hidup 

disekitarnya sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab X Pasal 66 

yang mengatur “setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dengan 

menyadari peraturan tersebut maka sangat jelas bahwa masyarakat sangat berperan 

penting sebagai aktivis lingkungan hidup dan sebagai aktivis lingkungan hidup 

tersebut tidak dapat dikriminalisasikan demi memperjuangkan kepentingan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat.   

Selama hampir satu dekade (2009-2018) ini keberadaan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 32 Thaun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup ini tidak banyak diperhatikan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Hakim. Belakangan ini cukup banyak muncul berbagai kasus 

kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dengan tuduhan pengrusakan. 

pemalsuan, dan sampai aksi demontrasi yang menjadi perbuatan melawan hukum. 

Salah satu bentuk keprihatinan tersebut dapat ditelusuri atas tindakan kriminalisasi 

aktivis yang terjadi di Sumatera Selatan.  Perkara yang terjadi di tahun 2013 tersebut 

sangat disesalkan karena berlanjut hingga di meja pengadilan dengan dasar bahwa 
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kedua aktivis yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera 

Selatan (WALHI Sumsel) tersebutyang mana ketika aksi unjuk rasa dilakukan di 

depan Mapolda Sumsel bertujuan untuk membela petani memperjuangkan hak atas 

lahan mereka yang dikuasai oleh salah satu PT. (Perusahan Terpadu) yang 

mengusahakan perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Ogan Ilir berujung 

pada kericuhan.7 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur bahwa pembela lingkungan tidak 

bisa dijerat secara hukum baik perdata maupun pidana. Namun dalam 

implementasinya, masih sangat lemah, karena belum dijabarkan secara teknis 

sehingga masih banyak aktivis lingkungan yang dijerat hukum. 

Para aktivis lingkungan mutlak mendapatkan proteksi dari negara yang dalam 

hal ini pemerintah Indonesia, karena pekerjaan mereka yang sangat beresiko dan 

berbahaya karena berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa melibatkan jaringan 

politisi, pejabat, penegak hukum, militer, dan pebisnis. Tugas dan peran dari para 

aktivis lingkungan yang menyuarakan pihak atau kelompok yang tidak mampu 

bersuara (the voiceless) dan lingkungan hidup yang tidak mampu membela dirinya 

sendiri adalah pekerjaan yang mulia sehingga sudah selayaknya harus dihargai dan 

diberikan perlindungan yang memadai. 

                                                           
7Ria Casmi Arsa, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria, Jurnal 

Hukum Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang, 2014, 

hlm. 55. 
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Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas 

dengan menyusun rencana aksi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-

hak para pembela lingkungan hidup sebagai pelaksanaan dari Deklarasi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM.8 Rencana tersebut diantaranya adalah 

mentranslasikan Deklarasi tersebut ke dalam kebijakan dan program nasional serta 

menyusun aturan yang bisa secara efektif sebagai instrumen hukum untuk melindungi 

para pembela lingkungan dari berbagai ancaman yang jika dibiarkan bisa berujung 

dengan kekerasan dan bahkan kematian.9 

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga mencatat sepanjang 

Tahun 2017 sudah ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria terjadi, serta 163 

orang dikriminalisasi. Data ini bersumber dari 13 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.10 

Dengan jumlah 163 kasus kriminalisasi aktivis lingkungan seperti data diatas 

menimbulkan pertanyaan dikalangan pro aktivis lingkungan apakah aparat penegegak 

hukum sudah benar-benar paham dengan unsur-unsur dari Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup 

                                                           
8Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia, Diusulkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tanggal 9 Desember 1998, Pasal 2 ayat (1). 
9https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2016/06/06/12/perlindungan-

pembela-lingkungan-hari-lingkungan-hidup-se-dunia-5-juni-2016.html, diakses pada tanggal 13 

Agustus 2018. 
10 http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/, 

diakses pada tangggal 13 Agustus 2018 
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tersebut sehingga dapat menerangkan tentang alasan pengkriminalisasian aktivis 

lingkungan yang telah terjadi. Karena jika benar kriminalisasi ini terjadi diakibatkan 

ada faktor pengaruh atau intimidasi dari poliitikus, petinggi perusahaaan yang 

bersamasalah maupun pihak lainnya. Maka sudah selayaknya ada peran dan aksi dari 

pemerintah pusat agar dapat menindaklanjuti praktek-praktek melawan hukum seperti 

kasus ini. 

Berdasarkan fenomena diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aktivis 

lingkungan dalam upaya advokasi lingkungan hidup yang baik dan sehat masih sering 

mendapatkan upaya kriminalisasi yang dapat mengancam pridadi maupun kelompok 

dari aktivis lingkungan hidup. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan makna 

pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka terkait bahasan yang telah diuraikan diatas, 

penulis terinspirasi untuk menulis penelitian tentang “Analisis Hukum Pidana 

Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur 

“Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”. 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi batasan perbuatan aktivis lingkungan yang memenuhi 

unsur “memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” 

agar tidak dapat dituntut secara pidana? 
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2. Apa upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis yang dituntut secara 

pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur memperjuangkan 

hak atas  lingkungaan hidup yang baik dan sehat ? 

3. Apa dampak hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan 

tindakan pemidanaan/kriminalisasi terhadap seorang aktivis yang 

perbuatannya memenuhi unsur memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat 

dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa dan memahami batasan perbuatan aktivis lingkungan 

yang memenuhi unsur dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup 

yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana. 

2. Untuk menganalisa dan memahamiupaya yang dapat dilakukan seorang 

aktivis yang dituntut secara pidana meskipun perbuatannya telah 

memenuhi unsur memperjuangkan hak lingkungaan hidup yang baik dan 

sehat. 

3. Untuk menganalisa dan memahamidampak hukum terhadap aparat 

penegak hukum yang melakukan tindakan 

pemidanaan/kriminalisasiterhadap seorang aktivis yang perbuatannya 
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memenuhi unsur memperjuangakan hak lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuhan dan memperkaya wawasan terutama bagi mahasiswa, 

masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perumusalah masalah 

diatas tentang unsur-unsur pemidanaan aktivis lingkungan hidup yang 

dikriminalisasikan. 

b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada 

umumnya serta dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan 

sumbangsi bagi mahasiswa, masyarakat, aktivis lingkungan hidup, 

maupun pemerintah setra masukan bagi aparat penegak hukum dalam 

penegakan hukum Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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E.  Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian hukum dalam 

bidang hukum pidana dan hukum lingkungan dengan fokus mengenai perlindungan 

hukum bagi aktivis lingkungan hidup. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya 

membatasi pada masalah unsur-unsur pemidanaan dari tindakan aparat penegak 

hukum sehingga dapat mengkriminalisasikan aktivis lingkungan hidup dalam 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

F. Kerangka Teori 

 Dalam rangka menganilisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini, sangat tepat menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, 

dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : 

1.  Teori Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto 

Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan 

pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum 

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan 

banyak hal.11 

                                                           
11 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,hlm.37. 
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 Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum 

sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :12 

a. Sumber daya peraturan perundang-undangan; 

b. Sumber daya manusia penegak hukum; 

c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum; 

d. Sumber daya keuangan; dan 

e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra 

kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum. 

Menurut Lawrence Meir Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum 

apabila 3 unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu : 

a. Struktur hukum (stucture of law) yaitu aparat penegak hukum; 

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan yakni 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untukmenjalankan perangkat hukum 

yang ada. 

b. Substansi hukum (substance of the law) yaitu perangkat peraturan perundang-

undangan;  

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang memiliki kekukatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum. 

                                                           
12 Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm.25. 
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c. Budaya Hukum (legal culture) yaitu hukum yang hidup (living law) yang 

dianut dalam masyarakat. 

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara 

berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga 

masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa 

didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara 

efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak 

cenderung melanggar hukum.13 

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu 

yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, 

yaitu:14 

a. Tahap Formulasi 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan  hukum “in abstracto” oleh pembuat 

undang-undang, tahap ini juga disebut kebijakan legislative. 

b. Tahap Aplikasi 

Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak 

hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan, tahap ini juga disebut pula  

tahap kebijakan. 

                                                           
13 Arief Sidharta, 2008, Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum, PT. Refika Aditama, 

Bandung,hlm.3-5. 
14 Suduthukum.com/2015/II/tahap-tahap-penegakan-

hukumpidana,https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html, 

diakses pada tanggal 12 februari 2018. 
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c. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat 

disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .  

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.15 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak 

persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya 

dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- 

pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni 

perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar 

tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa 

berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.16 

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian 

meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap 

                                                           
15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2000, hlm.54.  
16 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2009. hlm. 38. 
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semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan 

yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan 

dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan 

memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam 

kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.17 

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau 

penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan 

yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat 

ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan 

penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh 

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode 

interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. 

Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit 

dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.18 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban 

pidana disebut sebagai ”toerekenbaardheeid”, “criminal responsibility”, atau 

“criminal liablity”. Diutarakan bahwa pertnggungjawaban pidana dimaksud untuk 

                                                           
17 Ibid. hlm. 39.  
18Ibid. hlm. 39. 
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menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu 

tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.19 

 Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seorang adalah untuk 

menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang 

melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus 

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.20 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seorang 

melakukan tindak pidana. Pertanggungajawaban pidana dilakukan atas dasar asas 

hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.21 

 Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan 

perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa 

melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui 

makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari 

perbuatan demikian.22 

 Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan tindakan, jika telah 

melakukan tindak pidana dan memenuhhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan 

dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang 

(diharuskan) seorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut 

                                                           
19 E.Y. Kenter, dan S.R. Sainturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Alumni AHAEM-PTHAEM,Jakarta, 1982, hlm. 250. 
20 Soeharto RM,  Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika,Jakarta, 1996, hlm. 5. 
21 Chairul Huda,  Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana,Jakarta, 2013, hlm. 22. 
22 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana,Bina Aksara,Jakarta,1987, hlm. 169.  
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apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau alasan 

pembenar(rechvardigingsground). Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan 

bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat 

dipertanggungjawabkan pidana.23 

 Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, 

yaitu : 

 a. Melakukan perbuatan pidana; 

 b. Mampu bertanggungjawab; 

 c. Dengan kesengajaan atau kelaparan; dan 

 d. Tidak adanya alasan pemaaf.24 

 Dari beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, maka dalam menganalisis 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan 

masalah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan 

baik yang diungkapkan tentang teori penegakan hukum, tepri perlindungan hukum 

maupun teori pertnggungjawaban pidana. 

 

 

                                                           
23 E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi,  Op. Cit, hlm. 249. 
24 Moelyanto, Op.Cit, hlm. 177.   
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sitematis dan konsisten 

berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.25 

 Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 

tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau 

normatifterapan, dan penelitian hukum empiris.26  

 Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka 

jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

undang) secaralangsung (in action)pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.27 

 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

1984, hl. 42. 
26 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2004, hlm. 52. 
27Ibid., 53 
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 Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih 

menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan dari penelitian. Pendekatan 

dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup dari pembahasan itu 

sendiri dan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, 

pendekatan adalah “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang 

ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah 

oleh ilmu tersebut”.28 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, dimana 

dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapat informasi dari 

berbagai aspek mengenai penegakan hukum pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach)yang bertujuan untuk 

mengetahui dan mempelajari norma hukum yang berlaku dimasyarakat serta 

pembelajaran secara langsung dengan menyajikan konsep untuk memahami konsep 

yang diperoleh secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep 

(miskonsepsi) khususnya mengenai permasalahan-permaslahan yang penulis berikan. 

3. Sifat Penelitian 

                                                           
28The Liang Gie. Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup 

Metodelogi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.47 
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 Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya 

dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan 

melukiskan tentang suatu masalah didaerah tertentu dan pada saat tertentu dengan 

melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada 

kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.29 

4.  Sumber Bahan Hukum Penelitian 

 Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

diperoleh dari beberapa bahan hukum berikut ini : 

 a. Bahan Hukum Primer 

 Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang 

diteliti.30 Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan 

perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yakni, Undang-Udang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

 b. Bahan Hukum Sekunder 

                                                           
29 Suratman, dan Philips Dillah,  Metode Penelitian Hukuum,  Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 

47. 
30 Amiruddin, dan Zainal Asikia, Pengantar Metode Penelitiian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.  
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 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.31 Yang diperoleh dengan 

menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. 

 c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.32 Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar 

Bahasa Inndonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Pendapat 

Para Ahli, maupun Ensiklopedia. 

5. Lokasi Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di wilayah 

hukum provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, 

Kejaksaan Negeri Palembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

Wilayah Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini di pertimbangkan karena lembaga 

tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan menyusun skripsi.  

6. Populasi dan Sampel Penelitian 

                                                           
31 Suratman, dan Philips Dillah, Op.Cit, hlm. 67. 
32Ibid.  
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 Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh 

kejadian, termasuk waktu, tempat, gejala – gejala, pola, sikap, tingkah laku, dan 

merupakan unit satuan yang diteliti. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau 

sebagian dari populasi. 

 a. Populasi 

  Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan penulis ialah 

perwakilan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Wahana 

Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI Sumsel) , perwakilan Hakim di 

Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, perwakilan Jaksa di Kejaksaan 

Negeri Palembang. 

Berikut karakteristik informan / narasumber : 

1. Nama   : AHMAD alias BELOR 

  Jabatan  : Perwakilan Dewan Eksekutif Nasional  

  Instansi  : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Pusat) 

2. Nama   : YOGI SURYA 

  Jabatan  : Manager Advokasi 

Instansi / Lembaga : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

Sumatera Selatan 

3. Nama   : Dr.. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. 
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  Jabatan  : Hakim AdHoc Tipikor 

  Instansi / Lembaga : Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang 

4. Nama   : Rico Budiman, S.H. 

  NIP   : 19811004200921003 

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana 

Umum  

b. Sampel Penelitian 

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu mengambil data dan keterangan dari instansi dengan 

melakukan wawancara. Penelitian secara purposive sampling ini dilakukan 

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang 

dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah Sumatera 

Selatan. 

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 a. Studi Pustaka 
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  Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan 

pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi 

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :33 

 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik 

pada tingkat pusat maupun daerah; 

 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel 

yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, 

majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya); dan 

 3) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua 

bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan 

sebagainya. 

 b. Studi Lapangan 

 Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu aktivis 

lingkungan dari Walhi dan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkasa 

kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Wawancara dilaksanakan secara 

langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan 

                                                           
33 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 51. 
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keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai 

dengan yang diharapkan.34 

 c. Pengolahan Data 

  Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan 

pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses-proses sebagai berikut : 

 1.) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian 

kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, 

kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 2.)  Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui 

apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. 

Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.  

 3.) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian 

diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah 

penelitian.  

 4.) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang 

pembahasan yang dilakukan secara sistematis. 

 

 

                                                           
34 Ibid., hlm 57. 
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8. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Analisisbahan hukum adalah kegiatan pelaksanaan dan penafsiran terhadap 

hasil pengolahan data.35Data yang diperoleh kemudian penulis analisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kalimat dan digunakan untuk 

menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu 

dan perilaku yang diamati.36 

 Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah 

diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan 

data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada 

bab-bab selanjutnya. 

9. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan penulis terapkan melalui 

metode induktif. Metode induktif ini adalah metode penarikan kesimpulan yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan 

                                                           
35 M. Syamsudin, Op.Cit. hlm. 101. 
36 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosyda Karya, Bandung, 1991, hlm 4.  
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yang bersifat umum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas dan 

diuraikan secara sistematis.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Bambang Marhijanto, Kamus Besar Bahasa IndonesiaPopuler, Bintang Timur, Jakarta, 

1995, hlm. 86.  
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